
1. Undang-Undang Nomor 16 T'alruri 1950 tcntang 
Pembentukan Daerah Kota Besar dalarn Lingkungan 
Propinsi .Jawa Timur, Jawa 'I'errgab , Jawa Barat dan 
Daerah Istimewa Yogyakarta; 

2. Undang-Undang Namur 8 Tahun 1981 tcntang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Rcpublik lmlonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Namur 7 Tahun 1992 tentang 
Perbankan [Lembaran Nq .. ,~ra Republik Indonesia 
Tahun 1992 Nornor 31, Tambahan Lernbaran Negara 
Republik Indorieaia Nomor 34 72) sebagaimana telah 

l 

a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 33 ayar (1) 
Peraturan Daerah Kata Semarang Nomor 4 Tahun 
2011 ten tang Pajak Re8luran dan Pasal 33 ayat ( l) 
Peraturun Dacrah Kotu Semarang Nornor fJ 'I'ahun 
2011 ten tang Pajak Hiburan maka dalam rangka 
pengawasan dapat rnelaktrkan penungguan atau 
menempatkan peralatan manual maupun program 
aplikasi on-line system pada objek pajak; 

b. bahwa dalarn rangka mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas laporan penerirnuan pajak restoran dan 
pajak hiburan dari wajib pajak, rnaka diperlukan 
adanya sistem pembayaran pujuk clan pelaporan 
transakai usaha rcstoran don hiburan melalui sistern 
elektronik; 

c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, 
maka perlu membentuk Pcraturnn Wallkota 
Semarang Ien Laug Pcmbavarnn dan Pcfa.poro.1, Pajak 
Restoran dan 1-'AjHk Hiburan melalui Sistem 
Elcktronik. 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAN<i MAHA ESA 

WALIKOTA SEMARANG, 

Mengingat 

Menimbang 

PROVINS! JAW A TENGAH 
1-'fi;RATURAN WALIKOTA t_;~MARANG 

NOMOR !l~ TAHUN '.2011 

TENTANG 
PEMBAYARAN DAN PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAtJAK 

HIBURAN MELALUI SISTEM ET,EKTRONIK 

WALIKOTA SEMA RAN(; 
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Talrun 
1998 ten tang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nornor :17qo); 

4. Undang-Undang Nnmnr 17 Ta h u n 1997 lfm t.ung 
Badun Penyelesnian Sengketn Pajak (Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor 3684); 

5. Unda.ng-Unda.ng Nomor 19 Tahun 1997 tcntang 
Penagihan Pajak dengan Surat Pakaa [Lernbnrnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
11\·urd.>ahi:ln Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3686) scbagaimana telah dlubah dengan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 129. Tarnbahan Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Nemer 3687); 

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 

7. Undang-Undang Nurnur 17 Tahun 2003 ten tang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tuhun 2003 Nornor 4 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik 
Indonesia· Tahun 2004 Nomor 51 Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indoneaia Nomor 4355); 

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pcngclolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara [Lembaran Negara Repuhlik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pernerintah Pusat clan 
Pemertntahan Daerah (Lembaran Negara Republtk 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi clan Transaksi Elektronik (Lembaran 
Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2008 Nornor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Tndon~:siH 
Nomor 4843); 

12. Undang-Undang Numur 10 Tahun 2009 tcntang 
Kepariwisataan [Lernbururi Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966); 
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13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2oog Nomor 130~ 
'fa m ha han Lembaran Negara Republik Indonesia 
N omor 5049); 

14. Undang-Undang Nomor 3 Tah'un 2011 tcntang 
Transfer Dana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tnhun 2011 Nomor 391 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5204); 

15. Unch-lng Undnrig Nornor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pernturnn Pc-:rundang-umlangan 
(Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Numur 211, Tambahan 
Lembaran Negara l{e.publik T ndoncsia Nomor 5587); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia N0111or 3079); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 
Pidana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Norn or 58 Tahun 2010 ten tang 
Perubahan atas Peraturan Pcmcrintah Nomor 27 
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang 
Undang Hukum Acara Pidurra [Lerubara.n Negara 
Republik Indonesia Tahun 1983 Nr.mwr :~h) 
Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 
Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten 
kabupaten Daerah Tirigkat II Purbalingga, Cilacap, 
Wonogiri> .Jepara clan Kendal scrta l\;11ataan 
Kccamatan di wilayah Kotamadya Daerah 'I'ingkat II 
Semarang dalarn Wilayah Propinsi Tingkat I Jawa 
Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1992 Nomor 89); 

20_ Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tah un 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

21. Peraturan Pcmcrintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Dnerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Nomor '1578); 
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22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 'I'ahun 2005 tentang 
Pcdoman Pernbinaan dan Pengawasan 
Penyelenggaraan Pcmerintahan Dacrah [Lembarnn 
Negara Republik Indonesia Tahun 200fi Nornor 165. 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4S93); 

~:i. 1-'e=raturan Pemerintah Nornor 8 Tahun 200fi t.cntang 
Pelaporan Keuangan dan Kim~rjFJ Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'I'ahun 2006 
Nornnr 25~ Tambahan Lcrnbaran Negara Republik 
Indonesia Nomor Nomor ·1nl 4); 

24. Per:;,1,lur:-1n Pcmerintah Nornor ;~8 'rahun '.2007 tentang 
Pembagian Urusun Perncrintahan Antara Pemcrintah, 
Pemerintahan Daerah Kota Semarang dan 
Pernerintahan Daerah Kabupaten/ Kata (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, 
Tambahan Lcmba.ran Negara Republik Indnneaia 
Nomnr 1737); 

25. Peraturan Pcmerintah Nornor ~1Y Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negare /Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4738); 

2G. Pcraturan Pemerintah Nornor 69 Tahun 2010 tentang 
Tata Cum Pernberian dan Pernanfaatan Insentif 
Pemungulan Pajak Daerah dun Rclribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5161); 

27. Peraturan Pernerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 
.Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdusarkan 
Pcnctapan Kepulu Dacrah atau Dibayar Sendiri Olch 
Wajib Pajak (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 153, Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5179 ); 

28. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengund8ngan clan Penyebarluasan 
Pcraturan Perundang-undangan: 

29. Peruturun Menteri Dalam Neger! Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 terrteurg Pe1·ubah.an. Kedua e.te.e 
Peraturan Meriteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 teritang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

30. Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 19 /PBl/2000 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pernberian 
Pcrintah atau Izin Tertulis Membuka Rahasia Bank; 

31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nnmor 11 Tahun 
2006 tentang Pengelolaan Kcuangan Daerah 
(Lcmbaran Daerah Kota Semarang Tuhun 2007 
Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota 
Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah 
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal l 
Dalam Peraturan Walikota ini yang dimakaud dengan: 
1. Daerah adalahKota Semarang, 

2. Perncrintah Daerah adalah Walikota dan Pcr·;-rngknt Daerah sebagai 
unsur pcnyelenggara Pem~rintahan Daerah, 

flERATURAN WALIKOTA SEMARANG TEN'rANU 
PEMBAYARAN DAN PELJ\PORAN PAJAK RE81'0RAN 
PAJAK DAN HIRURAN MELALUT SISTEM 
ELEKTRONIK 

M eni:. tapkan 

MEMUTUSKAN: 

Dacrah Kota ~t'l11111snng Tuhun 2013 Nornnr !\ 
Tumbahan Lcmbaran Daerah Kul.u ~e.murang Nomor 
83); 

3:2. Peratura11. Daerah Kuta Semarang Nnmor 5 Tahun 
2008 l.entarig Urusan Pernerintahan yang menjadi 
Kewenangan Pemerirrta hart Daerah Kota Semarang 
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun '.2008 
Nurnor BJ Tambuhun Lcmbaran Daerah Kola 
Semarang Nomur 18); 

33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 
2010 tcntang Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kota 
Semarang Tuhun 2010 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 40); 

34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 
2011 ten tang Pajak Rl.";elrn ;Jr 1 (Lernbaran Dacrah Kota 
Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kata Semarang Nomor 53); 

35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 
2011 ten tang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Korn 
Hemarang Tahun 2011 Nornor 5, Tambahan 
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor S~); 

36. Pcrat.uran Walikota Semarang Nomnr 28 Tahun 2013 
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah 
Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak 
Restoron (Serita Dacrah Kota Semarang Tahun 2013 
Nomor 28); 

37. Peraturan Walikota Semarang Nornor 12 Tahun 2014 
ten tang Petunjuk Pela ksnnaan Pcra tur-an Daerah 
Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak 
Hiburan [Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2014 
Nomor 12). 

PEMEH.INTAH l(OTA S'JtMARAN(; 

DINAS PENGELQLAANrKElli\NGA~ ~-AS&I.MiRAH 
,JI. Pemurla No. I 4H ·1]ff\lJ:!l) ~~6, !;n:4~ff1J~s#.Cfl~ffl4 ..I\~$ s/tP:etmUt461 s/d 1456 

Daerah I('fltMAit\DlQ~ Pf)i<lttl<.l? 11 Tahun 2006 
tenmng Pc;.11gc,tolann"' .. ~::t,.!crn::mem I rJM¥fth (LcMJ:i6htn 
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6. Restoran adalah fasilitas pcnycdia mukunun dun/ uLuu rnirrurnun 
dengan dipungut bayaran, yang merrca ki rp juga. r'urnah rnakan, 
kafetaria, karrl.in, warung, kolarn paricing, pedagang kaki lima, bar, 
dan sejenisnya tennasukjasa boga dan katering. 

7. Pajak Resto ran adalah pajak alas pelayanan yang disediakan oleh 
rcstoran. 

8. Hiburan adalah sernua jenis tontonan, pertunjukan, pcrmainan 
dan/ a tau keramaian yang dinikmati dcnga n d i pun gut baya ran. 

9. Pajak Hiburan adalah pujuk atus penyelenggaraan hiburan. 

10. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang mcrupakan 
kcsatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak 
melakukan usaha yang mcliputi perseroan terbatas, perseroan 
kornanditer, per seroan lainnya, badan usnha milik negara (BUMN), 
atau badan usaha milik daerah (BUMD) dcngan narna dan dalam 
bentuk apapun, firrna, kongsi, koperasi, dana pensiun, 
persckutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masaa, orgarrisaai 
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
Iainnya termasuk kontruk investnsi kolektif dan bentuk usaha 
tetap. 

11. Barik Umum Pemerintah yang selanjutnya disebut Lank adalah 
bank yang dapat memberikan jasa dalam J3Ju lirita s pembayaran. 

12. Kantor Cabang adalah setiap kantor bank yang sccara l;-:ingBung 
bcrtanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan 
dengan tempat usaha yang permanen dimana kantor cabang 
tersebut melakukan kegiatannya. 

13. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada 
bunk dalam bentuk giro, depoaito bcrja ngka, 8Ctti fikat dcposito, 
tabungan dan/at.au bcntuk lainnya yang dipersnmukun deriguri itu. 

14. TR burigan arla lah simpanan yang penarikannya hanya dapat 
dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tctapi tidak 
dapat ditarik dcngan eek atau alat yang dapat dipersamakan 
dengan itu. 

15. Subjck Pajak adalah orang pribudi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak. 

16. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar 
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak 
dan kewajiban perpajakan seauai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

17. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender, yang 
menjadi dasar bagi Wajib Pajak urit.uk rnenghitung, menyetor dan 

· melaporkan pajak yang terutang. 

· yang beriaku 

5. Dinas Pengelola.a.n Keuangan dan Aset Dacrah yang sclanjutnya 
disingkat DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuungan dan Aset 
Dacrah Kota Semarang. 

PEMERINTAH KOTA SEMARANG 

3. ~EIJUJ.AI.KEVANGANDANASETDAERAH 



1 q, Pcmungutan adaluh suatu rangkaian kegiatan rnulai dari 
pcnghimpunon date objek dan aubjek pajak, perien tiaun be!.a.r11.ya 
pujul< yung terutnng sampai kegiatan pcnagihan }Jt0uk. kepadn 
Wajib Pajak serta pengawasan pcnyetorunnya. 

~U. Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnyu <.li~ir1~k;-d 
SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pujuk digunakan untuk 
melaporkan penghitungan da.n/ atau pcmbayaran pajnk) objek 
pnjnk dan / atau bukan obj~k pajak , chm/uluu hurtu dun kewojiban 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpaj akan daerah. 

21. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Elektronik yang selanjutnya 
disebut e-SPTPD adalah SPTPD yang dibuat secara elektronik yang 
berfungsi sebagai sHrH11c1 pelaporan penghitungan dan/ atau 
pe.mbayan:in pajak, 

22. Surat Sctoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD 
adalah bukti pernbayaran atau penyetornn pajak yang tclah 
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan 
dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 
ditunjuk oleh Kepala Daerah. 

23. Surat Setoran Pajak Daerah Elcktronik yang selanjutnya disebut c 
SSPD aduluh SSPD y:,~mg dibuat secara elektronik yung berfungsi 
sebagai SSPD. 

24. Data Transaksi Usaha adalah keterangan atau data atau dokumen 
transaksi pembayaran yang menjadi dasar pengenaan pajak yang 
dilakukan oleh masyarakatlsubjek pajak kepada Wajib Pajak. 

25. Pcmbayar an adalah jumlah yang diterima atau seharusnya 
diterirna sebagai irnbalan atas pcnycrahan jasa sebugui 
pernbuyurun kepada pengusaha, penguaaha restoran, pengusaha 
hiburan dan pengusuha penyelenggaraan fasilitas parkir untuk 
umum di luar ruang milik jalan. 

26. Pengawasan Pembayaran Pajak Daerah adalah serangkaian 
kegiatan pengawasan dan pemantauan atas kepatuhan Wajib Pajak 
dalam pernerruhan kewajiban pajak daerah yang tcrutang scauai 
dengan keteril uan pcr;:1Lun=..n pcrundang-undangan perpajakun 
dacrah , 

27. Si3tcm Elcktronik aduluh oernnglcniun perunglrnt. dn n proeedur 
elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, 
mengolah, menganalisis, rnenyimpan, mcnampilkan, mengurnumkan, 
mengirimkan, dan/ a tau menyebarkan Informasi Elektronik. 

28. Cash Marragcrnen t. Syatern adalah jasa layanan perbankan berbasis 
system informasi yang diberikan Bank kepuda nasabah yang 
mencakup kegiatan perigelolaan, pernbayaran, penagihan dan 
Iikuiditas management sehingga pengelolaan keuangan nasabah 
menjadi lebih efektif dan efisien. 

29. Pcrintah Transfer Dana adalah perirrtah tidak bersyarat dari 
pengirim kepadu penyelenggara pcncrima untuk rnernbayarkan 
sejumlah dana tertentu kepada penerima, 

PEMERINTAII KOrrA SEMARANG· 

is, DlNA~PENGELOUANKEij~GAN llWSET DAERAH 
.J~~~m~\PrW.!ll4t1:81\P.-(~Ml3~\W{~1~in.lP~-W. ~ J;l,.i$.U13t,G.lc$dl.1]1mgiaff :s/d 1456 

Tah un Pajak sesuai d®lpd{AiNltdtttrUams ~tl'llturan pcrundang- 
... -===l:tll e P'S :e ~ Pl 1' '. I pttj aka 11 dau ah 
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BAB II 

MAKSUD DAN TU.JUAN 
Paso.I 2 

( l} Maksud pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha 
restoran dan hiburan rnelalui sistern elektronik adalah 'urrtuk 
rneningkatkan pengawasan dalam rangka pemantauan dan 
penghitungan potensi objek pajak secara nyata. 

(2) Tujuan pengaturan pembayaran dan pelaporan transaksi usaha 
restoran dan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan 
pencrimaan pajak restoran clan pajak hiburan dari wajib pajak. 

30. Perintah Transfer Debit adalah perintah tidak bersyarat dari 
pengirim transfer debit kepada penyelenggara pcngirim transfer 
debit untuk rnenagih sejurnlah dana tertentu kepada 
penyelenggara pembayar transfer debit agar dibayarkan kepada 
perterima akhir transfer debit. 

a 1 . Llano adalah: 
a. Uang tunai y:.·rne tl i8r:n1 h ka n oleh pcngirim kcpadu 

penyt::le11ggara penerima, 
b, Uarig yang tcrsimpm1 du la rn rekening pengirim kcpada 

pcnyclcnggara penerima , 
c. Uang yang tersimpan dalarn reken ing penyelenggara penerima 

pada penyclcnggara penerirna lain. 
d. Uang yang tersimpan dalam rekening penerirna pndn 

pe nyclcnggara penerima akhir. 
e. Ua.ng yang tcraimpan dalam rekening penyelenggara penerima 

ynng dinlokastkan untuk kepent.ingo.n penerima y~·mg Lidak 
mernpunyai rekening kepada penyelenggara tcr sebtrt. 

32. Rekcning adalah rekening giro, rekening tabungan, rekening lain 
atau bentuk pencata tan lain, baik yang dimiliki oleh perseorangan, 
iristi tu si, maupun bersama yang dapat didebit dan/ atau dikredit 
dalam rangka pelakaanaan transfer dana, terma suk rekening antar 
kantor penyeleriggara yang sama. 

~:1. Pemeriksaan i:!.drJ Iii h scrangkaian kegiatan mcnghimpun dun 
rnengolah data, keterangan dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara 
objektif clan profesional berdasarkan suatu standar perneriksaan 
untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka rnelaksanakan ketentuan 
peruturan perundang-undangan perpajakan daerah. 

34. Penyidikan tindak pidana di bidarig perpajakan daerah adalah 
serangkuiun tiudak:,;t 11 YR ng dilakukan okh Pcnyidik Im l.uJ< menoari 
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 
tindak pidana dibidang perpajakan daerah yang terjadi serta 
menemukan tersangkanya. 

35. Alat atau Sistem Perckam Data 'I'ransaksi Usaha ad alah perangkat 
kcras dan/ atau peranzka t lunak yang digunakan untuk merekarn, 
memproses chm mengirimkan data ke Data Center Bank. 
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BABV 

PEMBAYARAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HTBURAN 
MELALUI SISTEM ELEKTRONIK 

Pasal 7 
(1) Dalarn rangka pclakaanaan sistem elektronik pcmbayaran pajuk 

restoran dan pajak hiburan, tempat usaha sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4 dipasang alat perekam data transaksi usaha. 

(2) Pelaksanaan sistem elektronik se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 
dilakukan dengan lcerja ::m.rrm arrta.ra Pcrncr-i rrta h Daerah dengan 
bank yang ditunjuk. 

(3) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling 
sedikit mengatur: 

a. subyek kerja sama; 
b. obyek kerja sama; 
c. ruang lingkup kerja sama; 
d. hak dan kewajiban; 
e. jangka waktu; 
f. sanksi; dan 
g. tata cara penyelesaian perselisihan. 

Pasal 6 
Wajib Pajak sebagairnana dimaksud dalam Pasal 4, yang wajib 
melaksanakan pembayaran pajak melalui sistern elektronik adalah wajib 

· pajak yang usahanya berornzet paling sedikit Rp. J00.000.000.- (tiga ratus 
juta rupiah) per lci.h lH 1. 

Pasal 5 
Wajib Pajak Hiburan scbagaimana dimakeud dalarn Pasal 4 meliputi: 
a) tontonan film; 
b) diakotik, karaoke, klab malarn, dan sejcnisnya: 
c) permainan bilyar, golf, boling; 
d) perrnainan ketangkasan; dan 
e.) panti pijat, refleksi, rnarrdi uap/ spa, dan pusat kcbugaran U-'i.tncti!i 

center); 

RAnrv 
WJ\JID PAJAK RESTORAN DAN WAJIH 1-'AJAK IlJRURAN 

Pasal 4 

Pengusaha restoran dan pengusaha hiburan ditetapkan sebagai Wajib 
Pajak Rcstoran dun Wajib Pajak Hiburan. 

nAR III 

l{UANG LINGKUP 

Pasal 3 
Ruanz lingkup Pcraturan Walikota ini adnlah Pernbayaran dan Pelaporan 
PajakRestorun dan Pajak Hiburun Mclalui Sistem Elektronik. 



(1) Wajib Pajak berhak: 

a. memperoleh pembebasan dari kewajiban porporasi/legalisasi 
bon pcnjualan (bill], harga t.anda masuk/tikct karcis: 

b. mem pcrolch pcmbebasan dnri kewajiban rnenyampaikan: 
1. laporan penerirnaan bulanan; dan 
2. SSPD dan SP'l'PU manual. 

c. mernperoleh kesempatan melakukan konfirmasi dan koreksi 
(pembctulan) atas e-SPTPD; 

d. mernperoleh jarninan kerahasiaan atas data trarrsakai trsaha; 
e. mcmpcrolch kemudahun fasilitus Iuinnya sesual kebijakan bank. 

(2) DPKAD berhak: 
a. mendapatkan kemudahan dalam pelaksanaan sistem eletronik; 
b. mendapatkan rekapitulasi data Wajib Pajak yang melakukan 

sistem elektronik dari bank; 
c. mendapatkan rekapitulasi laporan data pembayaran pajak 

unluk muuing musing jenis pajak dari bank; 
d. rnendapatkan laporan rincian data transaksi usaha untuk 

masing-masing Wajib Pajak per jenis pajak; dan 
e. memonitor data transaksi usaha dan pajak yang terutang 

melalui Cash Management System dan bank. 

BAB VII 
HAK DAN KEWAJIBAN 

Pasal 11 

BAB VI 
PELAPORAN PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HIBURAN 

MELALUI SISTEM ELEKTRONIK 
Pasal 10 

(1) Setiap wajib pajak wajib mengisi e-SPTPD paling lambat tanggal 10 
(sepuluh) bulan berikutnya. 

(2) e-SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diisi dengan 
beriar, jelas dan lengkap. 

Pasal 9 
Apabila Wajib Pajak melakukan kegiatan usaha diluar tempat usahanya 
dun berslfat insidentil rnaka mekanisme pernungutan da n pcmbayaran 
pnjaknyu dil;-jkukan secara manual berdaaarkan ketentuun perul.urun 
perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal 8 

(1) Pembayarun pajak restoran dan pajak hiburan dilakukan dengnn 
cara pcrintah transfer debit dnrl rckerring Wajib Pajak ke rckcning 
bank yan8 ditunjuk secara otornutis. 

(2) Dalam ri:l.ugk~ pcmbayaran sebugaimana dirnakaud pada ayat (1), 
Wujib Pajak waiib merniliki a l.au mcmbuka rekenmg bank yang 
ditunjuk. 
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BAB vur 
SJ\NKSI 

Pasal 12 
(1) Wajib Pajak yang tidak bersedia melaksanakan sistem elektronik, 

dikeriakan sanksi penutupan dan pencabutan perijinan dengan 
tahapan sebagai berikut: 

a. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau aurat lain yang 
tit:jt:nis diberikan oleh Walikota berdasa rkan RP.d la Acara 
Perneriksaan di temper Mau alat bukti lain yang dapat 
dipertanggungjawabkan; 

b. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran 
atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Pajak 
tidak melaksanakan kewajiban melaksanakan sistem elektronik 
maka diterbitkan Surat Paksa; 

c. upabila wajib pajak tidak melaksanakan sist.em elcktronik dalam 
jangka waktu 2 x 24 jam scsudab tanggal pemberitahuan Surat 
Paksa, Walikota atau pcjabat yang ditunjuk scgcra mcnerbltkan 
Surat Perintah Penutupan Tempat Usaha. 

(4) DPKAD berkewajiban: 
a. menjamin kerahasiaan atas data transaksi usaha; 
b. menyimpan data transaksi usaha Wajib Pajak pada basis data 

pajak untuk jangka waktu paling singkat 5 (lima) tahun; 

c, rnemberikan kescmpatan kcpada Wajib Pajak unt uk rnelakukan 
konfirmasi dan koreksi [pembetulan] atas c-SVI'PD; 

d. memberikan pembebasan kepada Wajib Pajak dari kewajiban 
porporasi/legalisasi bon penjualan (bill), harga tanda 
masuk/ tiket karcis; 

e. memberikan pcmbcbasan kcpada Wajib Pajak dari kewajiban 
menyampaikan: 
1. laporan penerimaan bulanan, clan 

2. SSPD clan SPTPD manual. 

(3) Wo.jib Pajak berkewajiban: 
a. memberikan kemudahan dalam pelaksariaan siatern eletronik; 

b. memberikan laporan rincian data transaksi usaha untuk 
masing-maaing Wajib Pajak per jt!r1i8 pnjuk ; 

c:. rm~r1jHgH dan rnerneli har-a dengan baik alat atau sistem perekam 
data tranaaksi usaha yang ditcmpatkan di trsaha Wajib Pajak; 

d. menvimpan data trnnsaksi usah» i=.11.i=m hm, pt-:riJu:;-t.lH.ri (l.ull), 
harga tanda masuk/tikct karcis untuk jangka waktu paling 
singkat 1 (saru) tahun; clHn 

e. melaporkan nlat atau sistem perckam data transaksl usaha yang 
mengalami kerusakan melalui call centre pada bank tempat 
penyetoran dana transaksi usaha Wajib PHjHk pada saat 
terjadinya kcrusakan. 
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BERJTA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 

ADITRIHANANTO 

SEKRETARIS DAERAH 
KOTA SEMARANG 

Diundangkan di Semarang 
pada tanggal 

HENDRAR PRIHADI 

WALIKOTA SEMARANG 

Ditetapkan di 8~rna.rang 
pada tanggal 

BAD IX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Perafur'an Walikota ini mulai berlaku pada tanggal l .Ianuari 2015 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan pcnempatannya dalam Betita Daerah Kota 
Semarang. 

(2) Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya 
Surat Perintah Periutupan Tempat Usaha, ma.ka: 

a. Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Semarang 
rnelakaanakan evaluasi terhadap Ijin Oangguan (HO) dun Surat 
liin U3ahn Perdagangan (SIUP); 

b. Kepala Dinas Pariwtsata den Kebuduyu.an Kota Sem.arang 
melaksanakan evaluasi terhadap ijin Tanda Daftar Usaha 
Pariwisata (TDUP). 
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Cukupjelas 

Pasal 6 

Cukup jelas 

Pasal 5 

Cukup jelas 

Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup -Jclas 
Pasnl '1 

Cukup .Jelaa. 
Pasal 1 

II. PASAL DEMI PASAL 

Dalam rangka meningkatkan pelaporan penerimaan pajak restoran 
dan pajak hiburan dari wajib pajak secara transparan dan akuntabel, 
maka diperlukan adanya perubahan sistem pembayaran dan pelaporan 
traneaksi ueaha re~tor8.n dart hjln rra n ds-,iri sisl~m mHmJHl tnenjndi 
sistem elektronik. Denaan dilaksanakan sistem elektronik maku aknn 
memudahkan Pemerintah Daerah dalam rangka pemantauan dun 
penghitungan potensi objek pajak restoran dan pajak hiburan secara 
nyata, yang selanjutnya diharapkan akan meningkatkan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kota Semarang. 

Sehubungan dengan hal tersebut, rnaka perlu mengatur 
pernbayat'an dan pelaporan transaksi usaha restoran dan hiburan 
dalam Peraruran W alikota Semarang. 

I. UMUM 

PEMBAYARAN DAN PELAPORAN TRANSAKSI USAIIA RESTORAN DAN 

HIHURAN MELALUI 818'1']:1.;M J:1.;LJ:1.;KT~ONIK 

'l'.1:!;NTANl+ 

TAHUN 2014 NOMOR 

1-'1-t:N,J 1-t:LA8AN 

ATAS 

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG 
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Cukup jela8 

Ayat (2) 

Cukup jelas 

Ayat (3) 

Cukup jelas 

Ayat (4) 

Ayal ( 1) huruf e 

Cukup jelas 

Ayat (1) huruf d 

Yang dimaksud memperoleh jaminan kerahasiaan atas 
data transaksi usaha adalah bahwa petugas pemungut 
pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan atas data 

transaksi usaha wajib pajak 

Cukup jelas 

Ayat (1) huruf c 

Cukup jelas 

Ayat ( 1) huruf a 

Cukupjelas 

Ayat ( 1) huruf b 

Pasal 10 

Cukup jelas 

Pasal 11 

Cukup jclas 

Cukup [elas 

Pasal 9 

Cukup jelas 

Pasal 8 

Pasal 7 
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TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 

Cu ku P jt': In~ 

Cukup jelae 

Pasal 13 

Pasal 12 
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